
 

 

 

 

 

 

BUPATITANAHLAUT 

PR0VINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 129 Tahun 

2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2019 yang menyatakan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Tanah Lautmendapat alokasi Dana 

Alokasi Khusus Reguler Bidang Jalan sebesar 

Rp.37.508.881.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus 

delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), 

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan sebesar 

Rp.14.781.771.000,- (empat belas milyar tujuh ratus 

delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 

rupiah) dan Dana Alokasi KhususPenugasan Bidang Irigasi 

sebesar Rp.5.951.760.000,- (limamilyar sembilan ratus lima 

puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, 

bahwa Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai 

kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam 

program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, pergeseran anggaran antar rincian dalam obyek 

belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis 

belanja berkenaan perlu dilakukan Perubahan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya; 
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d. bahwa dengan adanya kebijakan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka terjadipenambahan 

dan pergeseran belanja pada beberapa Satuan Kerja 

Perangkat Daerahsehingga perlu melakukan Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanah Laut dengan Mendahului Penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 

2019; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang PerubahanAtas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 mendahului Penetapan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor1820); 

2. Undang-UndangNomor30Tahun 

2002tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4250); 

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 

tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuanga

n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
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6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 

tentangPerimbanganKeuangan Antara 

PemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

8. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah 

danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2014 

tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan 

Rakyat, DewanPerwakilan Daerah danDewanPerwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 42 

Tahun 2014 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor 17 Tahun 2014 

tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan 

Rakyat, DewanPerwakilan Daerah danDewanPerwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 383, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5650); 

11. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-

UndangNomor 9 Tahun 2015 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 

Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014Nomor292, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  
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13. PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000 

tentangKedudukanKeuanganKepala Daerah danWakilKepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

14. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 

74 Tahun 2012 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 

2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

15. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 

tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576), 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 

65 Tahun 2010 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 

2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5155); 

17. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

18. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 

tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 

tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5165); 
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20. PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2011 

tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 

tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

23. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 

tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerint

ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

24. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2017 

tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandanAnggota

DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

25. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2018 

tentangStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

26. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 

tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNege

riNomor 21 Tahun 2011 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriN

omor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

27. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 32 Tahun 2011 

tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yang 

BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 14 

Tahun 2016 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriN

omor 32 Tahun 2011 

tentangPedomanPemberianHibahdanbantuanSosial yang 

BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 



6 

 

28. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 38 Tahun 2018 

tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanj

a Daerah TahunAnggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 701); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 2 Tahun 

2007 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah LautTahun 2007 

Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 6 Tahun 

2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 9 Tahun 

2018tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2018 Nomor 9); 

32. PeraturanBupati TanahLautNomor82Tahun 

2018tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 82); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 MENDAHULUI 

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal I 

(1) Melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 dengan mendahului Penetapan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 untuk menjamin efektifitasdankepastianpelaksanaan program 

dankegiatanyang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Jalan, 

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan, Dana Alokasi Khusus 

Penugasan Bidang Irigasi dan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pasar 

serta dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada 

pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten 

Tanah Laut dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten 

Tanah Laut. 

(2) Pergeseran belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terjadinya penambahan 

belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun Anggaran 2019. 
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(3) Pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kegiatan belanja 

langsung pada UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Kabupaten Tanah Laut dalam rangka untuk menunjang kegiatan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

(4) Penambahan belanja langsung yang terjadi hanya pada kegiatan yang 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 serta program dan 

kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah. 

(5) Pergeseran belanja langsung pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah 

selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya merubah rincian objek 

belanja maupun objek belanja dalam jenis belanja berkenaan. 

(6) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun Anggaran 2019sebagaimana tercantum dalamLampiran I dan Lampiran 

IIPeraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini. 

PasalII 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 20 Februari 2019 

BUPATI TANAH LAUT, 

Ttd. 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 20 Februari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

Ttd.  

H. SYAHRIAN NURDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUTTAHUN 2019 NOMOR 7 

 


